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LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing
System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
yang di dalamnya memuat amanah untuk membangun suatu
system pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur
Peradilan atau stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu
perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan
Mahkamah Agung RI atau Peradilan di Bawahnya. Sistem ini
diterapkan dalam rangka mewujudkan aparaturan Peradilan yang
bersih dan berwibawa sebagaimana visi utama dari lembaga Badan
Pengawas Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan keewibawaan dan martabat
lembaga Peradilan tersebut dan sebagai upaya pencegahan
pelanggaran serta mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan Peradilan pada
masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan
Peradilan Yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut,
wajib melaporkan kebada Badan Pengawasan. Selain itu, dalam
rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah
pelanggaran serta mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan Peradilan, bagi



masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di
atas, maka dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.

Berkaitan dengan hal diatas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur sebagaiman salah satu Badan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung menjalankan amanah tersebut sebagai salah
satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun
laporan hasil evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan
pengaduan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur. Dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah Bebas korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

laporan hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur adalah

mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama;

4. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN);

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo
Keputusan Bersama Keta Mahkamah Agung dan Ketua Komisi
Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009

Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

C. Tujuan

Tujuan  penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan
Masyarakat Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur adalah Untuk memberikan akses kepada Publik untuk
mengetahui serta menindaklanjuti serta merespons pengaduan
baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap
terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

peradilan meningkat.



D. Ruang Lingkup Laporan Penanganan Pengaduan

Masyarakat Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur

Ruang lingkup Laporan Penangan Pengaduan Masyarakat
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
meliputi laporan yang mengandung informasi atau indikasi

terjadinya pelanggaran terhadap:

Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim:

Kode Etik dan Pedoman perilaku Panitera dan Jurusita;
Kode Etik dan Kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara :

Administrasi dan pelayanan pablik;
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. Pengelolaan Keuangan dan barang milik negara (BMN);

. Ruang Lingkup Lingkup Laporan Penangan Pengaduan
Masyarakat Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur Bulan Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-A/06.b/0T.01.3/1/2018
tanggal 2 Januari 2018 Tentang Tim Penyelesaian/Penanganan
Pengaduan, bahwa pelaksanaan Lingkup Laporan Pengaduan
Masyarakat Pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2019
yang dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum setiap Bulan

sebagai berikut :



Tabel 1 Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada

Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun2019

No Bulan Nama Pelapor | Nama Terlapor | Jenis Laporan
dan Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 8

1 Januari Nihil Nihil Nihil
2 Februari Nihil Nihil Nihil
3 Maret Nihil Nihil Nihil
4 April Nihil Nihil Nihil
5 Mei Nihil Nihil Nihil
6 Juni Nihil Nihil Nihil
4 Juli Nihil Nihil Nihil
8 Agustus Nihil Nihil Nihil
9 September Nihil Nihil Nihil
10 Oktober Nihil Nihil Nihil
11 Nopember Nihil Nihil Nihil
12 Desember Nihil Nihil Nihil

Dari hasil Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tersebut diketahui
adalah NIHIL (tidak ada pengaduan),

maupun dari masyarakat.

baik dari instansi Lain



F. Penutup

Demikian hasil evaluasi atas penanganan Pengaduan
masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
untuk Tahun 2019 ini buat, sehingga dapat menjadi landasan
dalam memberikan akses kepada Publik untuk dapat melayani
serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat
maupun instansi lain di luar Pengadilan, agar citra dan wibawa
lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 31 Desember 2019

Koordinator Pengawasan,

Jrs. H. ABDULLAH, SH.,MH.
NIP. 19600316.198903.1.001



4.19 SARANA GEDUNG PERKANTORAN (MEJA PENGADUAN)

4.19.1. KOMPUTER/LAPTOP YANG TERKONEKSI DENGAN APLIKASI SIWAS

4.19.2. TELEPON




